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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 246/Pdt.G/2017/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nur  Pita  Sari  binti  Sarmin  Alias  Rasmin,  tempat  dan  tanggal  lahir

Palembang, 07 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Ibu

rumah  tangga,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat

Atas, tempat kediaman di Lingkungan Ulu, RT 03, RW

01,  Kelurahan  Pauh,  Kecamatan  Pauh,  Kabupaten

Sarolangun sebagai  Penggugat;

melawan

Raside bin Nyakeng, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 27 Juni

1983,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  Pendidikan

Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat  kediaman  di

Jalan  Rantau  Panjang,  RT  05,  Desa  Senaken

Kecamatan Tanah Grogot,  Kabupaten Paser,  Propinsi

Kalimantan Timur sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 November 2017

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sarolangun,  dengan  Nomor

246/Pdt.G/2017/PA.Srl,  tanggal  23  November  2017,   dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa,  pada  tanggal  05  Februari  2015  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi

Kalimantan Timur,  sebagaimana diterangkan di  dalam Kutipan Akta Nikah

Nomor 062/09/II/2015, seri BB, tanggal 05 Februari 2015, dan sesaat setelah

akad nikah Tergugat ada mengucapkan  shighat  ta’lik  talak yang bunyinya

sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan

Tergugat  bertempat  tinggal  di  tinggal  dirumah  orangtua  Tergugat

sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai Penggugat dengan Tergugat

berpisah;
3. Bahwa,  dalam pernikahan tersebut  Penggugat  dengan Tergugat  telah

bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan telah dikarunia

seorang anak yang bernama Muhammad Reza Abdi asid bin Raside, umur

1 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  bulan  Mei  tahun  2016,  ketentraman  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah,  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang

disebabkan  bahwa  Tergugat  sering  main  judi  sehingga  Tergugat  kurang

perhatian terhadap anak dan istri;
5. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun

tidak berhasil;
6. Bahwa,  puncak  perselisihan  dan  Pertengkaran  antara  Penggugat

dengan Tergugat terjadi  pada 28 Januari  2017 yang disebabkan Tergugat

tidak jujur kepada Penggugat yang mendapatkan uang dari  hasil  kreditan

tanah  sehingga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pertengkaran

hebat,  akibat  dari  pertengkaran  tersebut  pada  tanggal  30  Januari  2017

Penggugat  kembali  ke  rumah  orangtua  Penggugat  sebagaimana  alamat

Penggugat  di  atas,  sampai  sekarang  antara  Penggugat  dengan  Tergugat

tidak pernah bersama lagi;
7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat

dari perkara ini;
8. Bahwa,  oleh  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus,  maka  Penggugat
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merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri

dengan Tergugat di masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan  Agama  Sarolangun  c.q.  Majelis  Hakim yang  menyidangkan

perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya.

Bahwa, pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  Nomor  246/Pdt.G/2017/PA.Srl,  tanggal  11  Desember  2017  untuk

sidang  tanggal  21  Desember  2017  dan  tanggal  29  Desember  2017  untuk

sidang tanggal 29 Desember 2017 melalui  Pengadilan Agama Tanah Grogot

yang  dibacakan  di  persidangan,  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa,  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

-  Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang

aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, Nomor

063/09/II/2015, seri BB, tanggal 05 Februari 2015, telah di-nazzegelen

dan dicocokkan dengan aslinya kode bukti (P);

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Lasmin bin Asri, tempat tanggal lahir Pandeglang, 17 Desember

1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman

di Lingkungan Ulu, RT 03, RW 01, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh,

Kabupoten Sarolangun,  di bawah sumpahnya memberikan keterangan

sebagai berikut: 

- Bahwa, Saksi ayah kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi tidak begitu mengenal Tergugat, karena Penggugat

dan Terguga menikah di  Kalimantan Timur dan sebagai  wali  nikah

saksi mewakilkan kepada orang yang menikahkan mereka;

- Bahwa,  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  menetap  di

rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten

Paser, Propinsi Kalimantan Timur sampai dengan berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, karena Penggugat

serta anaknya pulang ke rumah orangtua Penggugat tanpa Tergugat;

- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

- Bahwa,  sejak  berpisah  Tergugat  tidak  pernah  mengirim  nafkah

lahir kepada Penggugat dan anaknya;
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- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali

dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Tohir  bin  Asri, tempat  tanggal  lahir  Pandeglang,  28  November

1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman

di Lingkungan Ulu, RT 03, RW 01, Kelurahan Pauh, Kecamatan Pauh,

Kabupaten  Sarolangun di  bawah sumpahnya  memberikan keterangan

sebagai berikut: 

- Bahwa, Saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa,  Saksi  tidak  tahu  persis  dengan  Tergugat,  saksi  hanya

mengetahui Penggugat telah menikah di KalimantanTimur;

- Bahwa, setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah

tinggal dan menetap di Kalimantan Timur sampai mereka berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun lagi;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah

lagi sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, karena Penggugat

serta  anaknya pulang ke rumah orangtua Penggugat  di  Kelurahan

Pauh, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tanpa Tergugat;

- Bahwa,  tidak  ada  upaya  damai  dari  keluarga  Penggugat  dan

Tergugat.

Bahwa, Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan Penggugat adalah

sebagaimana  terurai di atas;
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Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  246/Pdt.G/2017/PA.Srl,  tanggal  11  Desember  2017  untuk  sidang

tanggal  21  Desember  2017  dan  tanggal  29  Desember  2017  untuk  sidang

tanggal  29  Desember  2017  melalui  Pengadilan  Agama Tanah  Grogot  yang

dibacakan  di  persidangan,yang  dibacakan  di persidangan,  Tergugat  telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  pemohonan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  125  ayat  (1)  HIR/

Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg, yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya

Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

karena itu majelis  hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 (satu) dan 6

(enam), Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai cukup,  di-nazzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum pernikahan

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan

cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Lasmin bin Asri dan Tohir bin Asri, sudah dewasa,

berakal  sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah

terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil  sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Pemohon

mengenai  rumah  tangga  Penggugat  sudah  tidak  rukun  dan  harmonis  dan
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Penggugat  dan Tergugat  telah berpisah tempat  tinggal  sejak  1 (satu)  tahun

yang lalu hingga sekarang serta Tergugat sudah tidak pernah menjemput dan

mengirim  nafkah  lahir  kepada  Penggugat  dan  anaknya,  adalah  fakta  yang

dilihat  sendiri/didengar  sendiri/dialami  sendiri  dan  relevan  dengan  dalil-dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  oleh  karena  itu  keterangan  saksi

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

171  HIR/Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  171  dan  Pasal  172

HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,  bukti  P dan

keterangan saksi-saksi Penggugat telah terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal

05  Februari  2015  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanah  Grogot,

Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;

2. Penggugat  setelah menikah tinggal  dan menetap di  rumah orang tua

Tergugat di Tanah Grogot, Kalimantan Timur sampai berpisah;

3. Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak;

4. Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  sejak  1  (satu)

tahun yang lalu hingga sekarang;

5. Tidak ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  dan

harmonis;

2. Penggugat  dan Tergugat  telah  berpisah tempat  tinggal  sejak  1  (satu)

tahun yang lalu hingga sekarang;
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3. Sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak memberikan

nafkah lahir pada Penggugat dan anaknya;

Menimbang,  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  membentuk  keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa  atau  dalam  bahasa  lainnya  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah,

warahmah (Vide Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Tentang

Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam); 

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah

sebagaimana  termuat  dalam ayat  Alqur'an, surat  Ar-Rum, ayat  21,  sebagai

berikut:

 

Artinya: Dan  di  antara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  dia  menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa  tenteram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa
kasih  dan  sayang.  Sesungguhnya  pada  yang  demikian  itu  benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum:
[21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat

dengan  Tergugat,  Majelis  Hakim  berpendapat,  melanjutkan  dan

mempertahankan  rumah  tangga  keduanya  lebih  besar  kemudharatannya

dibanding kebaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga kalaupun Penggugat dan

Tergugat  tetap  dipaksa  melanjutkan  hubungan  rumah  tangga  tentu  rumah

tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang

dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis  Hakim  mengemukakan sebuah

dalil syar’i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

ولضرار لضرر

Artinya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu

sampai dimudarati (dicelakai);
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Menimbang, bahwa Majelis  Hakim  juga mengemukakan dalil syar’i yang

lain,  berupa  kaedah  fiqhiyah  yang  terdapat  dalam  kitab  al-Asybah  wa  an-

Nazhair yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai

berikut:

اخفهما ضررابارتكاب اعظمهما روعي مفسدتان تعارض اذا

Artinya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Jurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  379/K/AG/1995  Tanggal  26  Maret  1997,  yang

kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa “suami istri

yang tidak berdiam serumah lagi  dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah

memenuhi  alasan  cerai  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum

yang telah Majelis Hakim kemukakan, quod est Penjelasan Pasal 39 Undang-

Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jis.  Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  Tentang  Penjelasan  Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal  116  huruf  (f)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat

terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut

untuk dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  berdasarkan

putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi  Hukum  Islam,  Penggugat  dan  Tergugat  diceraikan  dengan

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  84  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009,  secara  ex  officio Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada  Panitera

Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirim salinan putusan ini yang telah
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berkekuatan  hukum  tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  wilayah

Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  dan  dimana  Penggugat  dan

Tergugat  melangsungkan  pernikahan  yaitu  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pauh,  Kabupaten  Sarolangun,  Propinsi

Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tanah  Grogot,  Kabupaten  Paser,  Propinsi  Kalimantan  Timur  untuk  dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  Tentang  Peradilan  Agama  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  petitum

gugatan  tersebut  patut  dikabulkan  dengan  membebankan  biaya  perkara

kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  Majelis  Hakim  atas

masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka gugatan Penggugat

dikabulkan seluruhnya;

Mengingat  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi daan patut

untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 

2.  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menjatuhkan talak satu  ba'in sughra Tergugat (Raside bin Nyakeng)

terhadap Penggugat (Nur Pita Sari binti Sarmin); 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk

mengirimkan  sehelai  salinan  Putusan  ini  yang  telah  berkekuatan

hukum tetap kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi dan

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Tanah

Grogot, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur; 
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5.  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

yang hingga kini dihitung sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam

puluh enam ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi,

bertepatan dengan tanggal  08 Jumadil  Awwal 1439 Hijriah, oleh kami  Korik

Agustian, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis,  Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.,

dan  Ermanita Alfiah, S.H.,  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh  Dra. Zuriah sebagai Panitera Pengganti  serta dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat. 

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Zuriah

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp  30.000,00 
   2.  Proses Rp  50.000,00 
  3.  Panggilan Rp375.000,00 
  4.  Redaksi Rp    5.000,00 
  5.  Meterai Rp    6.000,00 

    Jumlah Rp466.000,00
    ( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ) 
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